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BPK Diminta Audit

‘Ganti Rugi JKI

PT. Anis Harus Buka Dana

yang Diterima

Borneo Tribune, Pontianak

dan nmsyarakat mereka - veka
atas ganti rugi itu, lebih baik

rusnya setiap ganti rugi di-

 BadanPemeriksaanKeuang- umumkan kepada masyara-
an (BPK) Rl perwakilan Kalbar ~ kat, melalui media cetak dan
diminta untuk melakukan au-  elektronik, tetapi sampai saat
dit investigasi gantirugiatas  ini, tidak dketahuisama sekali
penabrakan Jembatan Kapuas ~ gantirugi yang sudah diterima
I, guna memastikan tidak ada  olehpihakketiga (PT. Anis-red).
penyimpangan yang dilakukan ” Perlunya diketahui masya-
oleh PT. Anis maupun Peme-  rakat, karena yang dirugikan
rintah atas ganti rugitersebut. adalah masyarakat, jadi wajib

” Jangan sampai ada fitnah  masyarakat mengetahuibera-

pa ganti rugi, dan sudah sam-
pai tahap mana pengerjaan-

diaudit saja, biar semuanya nya, jelasnya.

tepbuka, jadi jika terjadi pe- " Pasti masyarakat bertanya -
nyimpangan langsung ketahu- tanya, kenapa perbaikannyabaru
an; ujar Anggota Komisi C  sekarangdilakukanoleh PTANIS,
DPRD Kota Pontianak, H. M.  apa baru diganti sekarang atau
Fauzi, Sabtu (9/8) kemarin. bagaimana,’ sambungnya.

Menurut H.M.Fauzi, seha-

....Ke Halaman -11

s e ‘ S S——
Tiga anggota Tim dari Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina

Marga Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengukuran
perhitungan statis saat uji beban Jembatan Kapuas 1, di

Pontianak, Kalbar beberapa waktu lalu. Foto : ist.
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